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Pembangunan
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Pada dasarnya penyelenggaraan kc;pariwisiataan dilaksanakan berdasarkan
berbagai prinsip sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU dan dengan
\ berlakunya UU No. 10/2009 Tentaxz@ Kepariwisataan, maka dewéltg_a_ ini
Pembangunan Kepariwisataan Indonesig dilakukan dengan mengac{jl pada
ketentuan -ketentuan UU tersebut. adapun|dalam pelaksanannya, UU No.
10/2009  tersebut  juga mengamapétk&n bahwa pembangunan :
kepariwisataan harus diseleriggarakan |berdasarkan Rencana 'Induk %
Pembangunan Kepariwisataan |(RIPK) |yang merupakan ba{glan integral ’}
daripada Rencana Pembangunan Jangka P'anjanglr, Nasional, serta mehpuu
bijang-bidang tersebut di atas, | yaity lindustri pariwisata, - desatma31
pariwisata pemasTaran pariwisata dan kel =mbagaan kepariwisaataan. |
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Penanaman Modal Kami memah  bahwa penanaman modal
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' Pada dasarnya penyelenggaraan kepdriwisataan dilaksanakan berdatsarkan '_
berbagai prinsip sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU dan c?éhgan
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1. Jumlah indikator Kinerja
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- sebanyak 9.610 jiwa, pada Maret 2013 menjadi 407.470 jiwa. dari
19 kabupaten/kota, tujuh kabupater/kota capaian|dibawah rata-rata
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PENDAPAT AKHIR

l FRﬁKSﬂ PARTAI AT NASIONAL
; RANCANGAN PE} ‘

1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN| KEPARIWISATAAN PROVINSI
'SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2025 | |
2..PENANAMAN MODAL - |
3. PERUBAHAN KETIGA ATAS TURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN BEMBANGUNAN
DAERAH DAN LEMBAGA TE _,RAH PROVINSI SUMATERA

_ BARAT

.. : RALH NOMOR |5 TAHUN 2011 !

L " TENTANG RPJMD PRQVINSI SUMATERA BARAT L

5. PERUBAHAN KEDUA ATAS,PERATURAN'DAERAH NOMOR |4 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENPUKAN ORGANISASI DAN TAT’rA KERJA '
DI}\IAS DAERAH ’PROVINSI SUMA’TEFA BARAT | T
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! { Padang; Sel q 20\Me( 2014 :
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Assalamualaikum Wr.Wb |

> ;fYth. Saudara Gubernur Provinsi S unﬁatera Baraf
> Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumgteta Barat i
» Yth. Saudara Ketpa Wakil Ketua dan seluruh Ag:nggota DPRD Provinsi Sumaﬁera
>

Barat I
Yth.Saudara Anggota Forum Koordinasi Pi | pinan Daerah Sumatéra Ba:rat,
Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera :Barat dan?(etua Pengadilan Tinggi Agama
Provinsi Sumatera Barat ] ’ -
'Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Prox%insi Sumatera Barat :
Yth. Saudara Sekretaris Daerah, §>t f Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan,
'Kantor Sekretaqs Dewan, Biro di Lingkunglan Pemerintah Daera'rh Sumateéra .
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s > |Yth. Saudara | Palitik, | Pimpinan Orgamsa51 So‘51a1
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| Mengawah Pendapat Akhir Fraksi

kehadirat Allah Swt, karcna berkat limp
kita bersama-sama dapat hadir dalam S
keadaan sehat wal’afiat dengan agenda
Ranperda. |

Salawat dan salam 3kita sampaikan K

Saw yang telah memberlkan arah dan

kebaha#laan di dunia daTl diakhirat melalui Al-

Partai 4manat Nasional (PAN) selanjutnya
hpatan

Sidang: yang telah memberikan kesen
Pendap%t Akhir Fraksi Partai Amanat
Terhad%p Rancangan Peraturan Daerah te
- 1‘ Rencana Induk fPembg._ngunan K

2010 -2025 ~
! ‘.’:/'

2. Penanaman Modal

3. Perubahan Kefiga Atas Peratu
- Pembentukan 6rganisasi Dan
' Pembangunan Daerah Dan Lemt
4. Perubahan Atas Peraturan Dae
" Provinsi Sumatera Barat

5. Perubahan Kedua Atas Peratu
Pembentukan Organissai Dan T
Barat. |

|
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Saudara Gubernur, lepman dan
Muliakan.

Fraksi Partai Amanat Nasional

pembahasan Ranperda yang telah menyelesd

lima (lima) Ranperda tersebut, sehingga

periode 2009 s/d 2014 masih dapat men|

(FPAN

menje

elesaik

Penggmb ilain keputusan

i &’ iD‘\aerawh

agf:! ILspektorat , Badan Perencanaan

Paripurna yang ter

unjungan kita Nabi

tuntupannya kepada umat ma

Qur’an dan Sunnah

mengucgpkan terima kasih kepada lepman

{

rja Dmas Daerah

Dewan serta Und

) memberikan Apr:
ikan tahapan prose
ang akhir jabatan T

=4

kepa@a kami untuk menyampaikan

i .l
nal| DPRD Provinsi Sumatera Barat
| ‘ :

ariwisatpan Provinsi Surhatera Barat Tahun

— A

Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

an tugasnya dengan

: ’ |
ini marildh:kita Panjatkan Puji dan Syukur
hmat, Inayah dan hidayah-Nya juaiah

hormat ini, dalam

terhadap 5 (lirha)

Besar l\/(uhammad

usia untuk
Nya. Ikam1 Fraﬂ(51

nis Daerah Provinsi Sumatera Barat

| TentTng RPIMD

I

n Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

Pr0v1n51 Sumatera

langan yang kami

esiasi terhadap Tim
5 pembahanasaﬁ ke
DPRD Prov Surxflbar
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pembahasan Ranperda. Semoga usaha dan|jerih

dari Allah SWT dalam masa bakhti 5 tahun|ini.

1. Rapcangan Peratxlran Daerah
Kepanwnsataan Prl insi Sumatera
|

Sebaga1 suatu daerah yang mendapat

itu Eemua seperti alam perbukltan yang yan
kjubka

serta hamparan pemandangan yang men

|

|

tentan
Barat

Bukan itu saja adat darg; budaya yang uni
hal tak akan putus—putlilsnya kalau kitd
menjadi Asset Wisata sumatera Barat yar
pelihara serta dilestarikan dengan sungguh-$

——r Dalam Undang - Undang Nomor |:
9

keparjvlsataan yang d1 dalaﬁfnya

Kepariwisataan Nasional yang melip

Par1w1&ata 3. Industri Pz%nwwata dan 4. Ke

Setelah membaca secara keseluruh

dan mendengarkan nota penjelasan jawaban G
Amanat Nasional (FPAN

Fraksx maka kami darl Fraksi Partai

maksud dari diajukannya Peraturan Dagrah
isataan tahyun 201@\2025 dengan suatu hareipan

Rencana induk Pembaﬁgunan Kepariwi
hendaknya semua peréencanaan yang

diujudkan dalam bentuk kerja nyata

masyarakat Sumatera Barat seperti Mod
keterlibatan LKAAM dalam mengembang

lupa jneran pemerintahj sudah harus d

masya

dan penindakan, sehmgga arah pemba;

bukan hanya untuk penmgkatan ekongmi ‘ma

budayfa dan nilai-nilai Kearifan lokal di

rakat, pemermta}* lebih bersifat memfasi
|

Sumater
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karﬂ.mia
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pdyah yang dilakukan dapat balasan
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ritul indah, laut yang
n bagi siapa saja y

jugd berada didaerah in

.

Provinsi

n [Pariwisata.

yaitu dalam

[susun tersebut

o1 Kepariwisata Budaya

wisata di Sumatera Bar%t dan j jangan

okan dan lebih

ngunan

lita

sya]rakat tetapi jugd

arat.
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hun 2010{ 2025,
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k Pembangun an-

dayi Allah SWT kita patut mensyukuri

begitu mempesona
Ang menikmatinfya.

!
1, serta banyak l;ia'gj,

rakannya. Kesemuanya itu adalah

'niiai harganya jika kita kelolah dan

hun 2009 tentang Ke*)ariwisataan
7 dalam pémbangui(xan
Rencana Induk Pembangunan

estinasi Par1w1s ta 2. Pemas an

a{a Peraturan Daerah yang diajw’kan

ibdrnur terhadap Pamandangan Umum

dapat memaHami

rangka menyusun

benar-benar dépat

nya dapat dinikmati oleh séluruh

{
Minangkabau serta

menonjolkan peran

>1 perencanaan monltorlng, evaluasi

ansata dx masa datang dlharafkan

'dapat melestatikan

|
|




" jelas dan baku dalam perizinan.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Angg

Muliakan. '
! |

Dengan di Undangkannya Peraturan Da
j : .
Kepariwisataan Propinsi Sumatera Baraf ini {

Partai Amanat Nasional (FPAN) be

konsekwen oleh pemerintah daer‘%h dal
pembangunan kepariiwisataan yang baik|

a. Pariwisata yang membenik

ota Dewan serta Undangan yang kami

edah tentang Rencana Induk Pembangunan
ahtun 2010-2025 ini maka kami dari Fraksi

rharaﬂ, implementasi dan implikasi secara

m pelaksanaannya supaya dapat mengujudkian

sesuai dengan harapan seperti

i
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‘ masyaraké@t Sumatera barat

. b. Pariwisata yang berbasis budaya y

c. Pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah

d. Par1w1sata yang dlkembangka}n

mdpsmerglkan pembangunan

industri

kantribusi dan manfaat bagi rakyat dan

g kreatifdan inofa(tif

dengan sistem' tata kelolah |untuk

pariwisata ,kawasan wisata, dan

pemasaran pariwisata secata profesjonal, efektif dan efisien.

e -P»ariwisata! meningkatkan ppendap

kelestarial%l lingkungan. |

|

II. Rancangan Eeraturan Dae:zmh 1
| i

Dalam rangkja mendorong dan

Sumatera Barat ten!tu diperlukan sugatu

an masyarakat dengan tetap memelihara

entang Penanaman Modal

meningkatkan Penanaman Modal di Provinsi

Eeraturan Daerah yang mengatur tentang dasar

penlyelengaraan tujuan dan sasardn, [ruang li
harus jelas perencanaan dan sumbe:r daya

potensi - potensi yang terdapat di’ dalarr,

agkup dan kewenaxflgan. Disamping iztu juga

alam dan sumber daya manusia termasuk

nya. Laldfidang: biddng usaha apa yang dapat

dlkembangkan oleh para penanam modal serta'yang terpenting :adanya mekanisnie yam¥
! ‘ .

Setelah memperhatlkan secara keselur

| ,
Daerah* Tentang Pénanaman Moélal in

daerah sekitar yané dikembangakan sebagaj

Modal kelak serta bagaimana déngan

CSR nya di Sumatera Barat malé;a harapan

|

=

an Nota Penjelasan Rancangan Peraturan

bag

mana sesungguhnya peran masyarakat di

daerah yang dijadikan lokasi Penanaman

kewpjiban para pemodal dalam melaksanakan

masyarakat adalah dengan mendoro‘ng dan
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meningl&atkan pené.naman modél dil

1arapkafn dapat meningkatkan pembangunan

ekonomi Sumatera ,Barat yang b@rkelanjutan, peningkatan kapasitas dan kemafnpuan

teknologi serta terquudnya keséjahter
yang berdaya samg Hal tersebut ﬂlap
penanaman modal dapat dlata51 melalui
b1rop(ras1 yang efisien, kepastian huktﬂm

~ Berbicara kitaf tentang penanarhar
kita dalam menarlk investor-investor
Dalam hal m1 kam1 Fraksi Partai A
Gubernur ddn para Bupati serta; Wali

aan masyarakat dalam suatu system ekonomi
1t tercapai apabila faktor penghambat  iklim
perbaikan koordinasi afntara SKPD, pengitraan
dan u}(llm usaha yang kc;gnduktif. f

modal| tentu tak terlepés pula dari usaha-usaha
vang |akan berinvestasidi Sumatera Ba11lat ini.

anat| Nasional (FPAN) memperingati s%udara

ikota S¢ Sumatera Barat bahwa dalam l‘!lal ini

jangdn sampai ketika Investor masuk semua

tingkat kehatl-hatlan sangat dibutuhkan,

kita ramai-ramai m‘!endukung baﬁkqn 1
permasalahan dikerﬁudian hari semua 1

melimpahkan persoélan pada plhak terte
yang patut kita renungkan Ketlka pe
ramai kita memencet tombol tetgpl ke
semua d111mpahkan dan menjadl tanggt
1tulah realita. Kepéda Kabupaten/qxot

denéan Peraturan Daerah di masing-mag

™

III. Perubahan Ketiga Atas Peratu

nerasa [punyai peran serta tetapi ketika timbul
\alah cqci tangan merasa tidak tahu menahu dan
entu, Kasus Siloan merupakan salah satu contoh
etakan| batu pertama pembangunannya ramai-
'tika’ge{jolak dari pihak-pihak tertentu nldunéul
ing jawab Walikota Padang Naif memang tapi
F nantmya segera untuk menindak lanJutnya
ing dagrah kabupaten dan kota nantinya ‘

’ i
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Kan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 TtTnt'mg

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kcrja Inspektorat , Badan Perenc,anaan
Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera

Barat
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Memperhatlkalm Nota PenJeI asan Gupernur Sumatera Barat yang disampaikame

beberapa waktu yan:g lalu Fraksi| ;PaLrtai

Amanat Nasional (FPAN) yang pada dasarnya

dapat memaklumi dan sependapat dengan Pemerintah Provinsi, Terhadap Ranperda

|
| . . . :
tentang Perubahan Ketiga atas Ilf’eraturan Dag¢rah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3

tahun 2008 tentan{g Pembentukan Organisasi dan Tata KerJa Inspektorat Badan

i
Perencanaan Pembangunan Daerah| dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera

Barat Fraksi Partai Amanat Nasiopal

(FPAN) berpendapat bahwa perubahan yang

i
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mellputl orgamsa51 dan tata kerjd i

Koordma51 Penanafnan Modal Hal ini
Pera turan Menteri Dalam Negeri (Pe me

Tekms Orgamsa51 dan Tata Kerja Inspel’

Saudara Gubernu{r, Pimpinan dan £

Mullakan |

!
i

Selanjutnya perubahan pada |bidang
diharapkan adanya10 suatu pelayah terpadu
dalam membentuk junit pelayanan terpadu
yang didukung olel%l satuan kerja‘; peran
berdampak pula p%lda perubahap hAnggarat;
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

BKPMD menjadi !Badan Koorchinasi

ri

|

tqrat, organisasi dan tata kerja Badan

ity untuk menjawab ketentuan Pasal 18

Nomor 64 tahun 2007 tetang Pegﬁoman

Provinsi dan Kabupaten/ Kota .
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ota Dewan serta ;Undangan yang. kami
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pelayanan perizinan secara terpadu maka
yang bersifat lintas sektor kepala daerah
yang menyelenggarakan fungsi perizinan

daerah. Dengan perubahan ini tentu akan

karena adanya perubahan nomenklatur

Terpadu Provinsi éumatera Barat, karena akan adanya penambahan 1 (satu) bidang

pelayan Perizinan dEn Non Perizinan. Hal in

tentu sudah menjawab gagalnya Ranperda

Peléyanan Terpadu Satu pintu men]adl Perétlpran Daerah beberapa waktu yang lalﬁJ.

tentang Organisasi dan Tata Kerja [ns

Provinsi, di}}arapkan dapat menjawab s¢

Sumatera Bérat maka untuk periata.an

Terhadap Ranperda Perubahan Ketiga atds Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008

rat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
keraguan kita terhadap system perlz$nan di

isasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

sehingga pélaksanaan perizinan d "daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
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Dengan mempedomam Peraturan’Pemepntalp Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

perangkat daerah dlmana daerah diber 11§an
yang lebih kreatifE Hal ini sejalan de¢hgan

memlln\l karekter sp1r1t integrasi da ing

peluang untuk menciptakan kelembagaan

kageﬂkfgristik kelembagaan modern yang

Terhadap Ranperda perubahan ketiga atgs Peraturan Daefah Nomor 3 tahun 2'6(‘){8‘

tentang organisasi ;dan tata kerja Inspektorat Daerah, Bappeda dan Lembaga teknis

Da?rah lainnya Provinsi ‘Sumaterd Barat,
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sep&andapat dengari Pemerintah ;t)aerz
Perangkat Daerah diharapkan dapét m
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‘Prov1n51 Sumatera Barat bagalman

j

IV. Perubahan Kedua Atas Pér
Pembentukan Organissai Dai
Barat. :
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Dalam | mengujudkan Good

pemerintahaﬁ Daerah di bidang orgm
organisasi yang eﬁs‘ien efektif, résid
kemampuan daerah | serta adanya koq
komunikasi kelembagaan antara Pu<

Nomor 77 tahun 2011 tentang Péru
.-+ Berdasarkan h}hl tersebut di\ata
Nastonal (FPAN) dapat memaham

terjéidi tidak menimbulkan g'e.jvo'lak

danipak tersebut, la_:lu Dengan adan

tersebut tentu akan'. berdampakfpélda

dltetapkan kam1 sarankan supaya dal

Suatu aspre51as1 patut juga kanhi s

mendapat ‘prestasi éan penghargdan

. yang tentu meruquan hasil kerja

menj awabnya kepada masyarakat 'S
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- RPJMD sebaga1 Arah dan Konse
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Sasi Kementrian Negara
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, Diaerah Nomor 4 tahun 2008 Tentang
ata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera

Goyernange, Reformasi Birokrasi pada tatanan
rangkat daerah diarahkan untuk terciptanya

profesional sesuai dengan kebutuhan dan

n’tegrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta
ah! dan dengan adah‘ya Peraturan Presiden

ledua Atas Peraturan Pres1den Nomor 47 -

ngasy diajukah perubahan atas Peraturan Daerah
a|Gubernur, kaml Fraksi Partai Amanat
1gap harapan perubahan—perubahan} yang

stabilan. kérja di lémbagal terkait sebagai

Perubahan N'Omenkaltﬁfr" pada 4 ‘(»empat) Dinas
biayaan, sedangkin APBD 20141’sudah
APBID *’erubahan kelak dapat di rencanakan .

ikan kepada Saudara Gubernur yang selalu
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ara Pegawai Daerah ini,

rbagai bidang pada tahun 2013 yang lalu

dan dukungan

kami masih mendengar keluhan Saudara

kwalitas PNS dilingkungan Pemerintah

terjadi ? biarlah Saudara Gubernur yang

ol

arlg Perubahan Atas Peraturan ﬂaéﬂfﬁ'
1I) Provinsi Sumatera Barat.
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D Per1 bangunan Daerah ‘Jangka Menenga‘n yang

a&iap pelaksanaan rencana pembangunan

dang - Undang Nomor 25 tahun 2004

Perptiiran Pemerintah Nomor 39 tahun 2006
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Dan Eyaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahuh 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daer;ah Serta Pérat;ﬁrzm Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tetang Tahapan,

Tata Cara Penyufsunan, Pengenidal

J
Daerah. : cod

keseluruhan kami Farksi Partai Am

L
Melihat capaian target ida&n

ian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

RPIMD 2010-2015 yang sedang berjalan éecara
at N aslonal melihat cukup baik jika itu dlllhat dari

Indeks Pembanéunan Manusia [(IfM) pada tahun, terakhir sudah 1nencapa1 angka

f74 70%. Kemudlan adanya ke

kemlskman yang sudah mencap

dilakukan juga ma51h terdapat hal-hal yan

pengangguran ya1tu sebesar 6 99’

rata larria sekolah masih 860
pencaapehan sesual target yaltu

|
jalur Evakuasi yang d1targeti<an

tercapai 1,5 km Berdasarkan hal di

‘perbaikan terhadap RPIMD yang
l

| i

Saudara Gubernur, Pimpinan
Muhakan 1 .
' |

'bidang-bidang iersebut diatas tenty perl‘u
jalan (Mid T erin Revfew) terhadép”ﬁR('I"
-Disamping evaluaSI yang dilakyk
sebab- seTbab terjadmya kekuraLg n te

tingkat lpenganguran rendahnya

pembangunan Jalan evakuasi. y

Menurut hemat kami dari Fraksi Par
Pembangunan | Daerah Sumatera
tergolong tmggmya (6, 99%) rarigka penga

hal yang menjadl perhatian s;erlus Kita ber
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70,02 tah
pada tahun 2012 sepanjang 20 km ternyata hanya
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ikan pertumbuhan ekonom1 serta penquan angka

ai|angka|7,56%. Namun dari evaluasi yang sudah '

perlu dicermati | sepertl masih tipggi tingkat

kesejahteraaan 5051al dimana’ d111ha dari rata-

mur harapan H1dup Juga belum melihat

un dar1 target 71, 48 tahun serta pembangunan

a}tab tentu perlu tentu dlperlukan perbalkan—

dan Anggota Dewan serta Undangan jang’ kami

l; Berdasarkan kekurangan- kek‘grang#n serta ketidak tg:rcapainya target-target dari

dilakukan evaluasi pelaksanaan pertengahan

JMD P/r§v1n51 Sumatera Barat 2010-2015 ini.
tentang Juga perlu dlanahsa serta kajian mendalam

Lsebut. Seperti sebab-sebab ma51h§ tmgfinya

Kesejahteraan Sosial serta masih minimnya

rtai Amanat Nasional (PAN) terhadap konsep
2010-2015 ini adalah dikarenakan Masih
ngguran di Sumatera Barat merupakan suatu

sama. Dan untuk diperlukan suatu cara untuk
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menemukan jaWabannya , menurut
daerah yang cukup untuk dik;elﬂtlal
dikatakan peng%lngguran ini éiuq,ah
dan potensi sc%sial di masingima
‘ pengangguran t%ersebut‘ sudah.terinf]
iundangkannya Perda ini kelak semu

Tidak tercapainya target %spe
ih tergolong rendah tentu diperlukan upaya menekan
1tdn ini Fraksi Partal Amanat Nasio al (FPAN)

lama sekolah masyarakat yang masi
angka putus sekolah, maka pagla kes
menyarailkan supaya pemerintall m
sekolah g'gratis Hingga SMA, Hal i
untuk sekolah-sekolah swastd. Seb
kita tak akan banyak kelihataﬁ q

atlg se
lan Ey

Rendahnyé pembangunan |ja
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apat kami Sumatera Barat mempunyai potensi

dengan baik, Apakah pendataan masyarakat yang

dulu baru kita serius ‘menanganiny4

dalarn menghadhpl bencana tentvL

Fmasyarakat Sumatera Barat ihi

sebelumnya pemerintahlah yang

baik dengan peinerintah kabupateg

dngat

seba

dan

ukan berdasarkan analisa permasalahan’ sosial

dfa,erah’7 Apakah 'angka dan tmgkatan dari

entarjsir dengan benar? Mudah- mudahan ‘dengan di
a itu bisa kita atasi. ,

.k kq.

sejahteraan sosial yang menandakan rata-rata

e%nprogramkan wajib belajar 12 tahun artinya
gén hanya kepada sekolah Negeri tetapi juga -
ngan hanya membangun sekolah negeri kerja
yfj dikarenakan masyarakat yang bersekolah
kolah di Negeri. ‘

ra{_(uasi yang realiéasinya tidak mecapai 10%

awatlr juga, apakah kita menunggu bencana 'datang

? Seipagai Provinsi Rawan Bencana kesiap siagaan

diperlukan, pemerintah harus juga menjadikan

i masyarakat yang sadar bengana, tapi

oa
irus Jﬂ'\emulainya. koordinasi dan kerjasaima yang

kota dalam membangun jalur-jaluf evakuasi

adalah sJuatu )}ang sangat penting, glilal(ukan. Segerala{h jalur evakuasj tersebut

dilaksandkan, jangan hanya: wac

menunggu benéana babak blﬁru, b
Masyarakat suda}lh muak denggn car

bersantai-santai 'dalam kesiagaah.
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kita disibulékan lagi dengan jalur evakuasi?

a.‘h"‘ﬂ‘
A seperti itu , ribut setelah bencana terjadi tapi

Padaljal kita semua sadar bencana itu Pasti akan
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Saudara Gubérnur, lepman dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami

| Muliakan _ |
| ‘ |

| Setelah menyampaikan bgberapa saran dan pendapait berdasarkan putusan Rapat

Freksi Partai Amanat Nasional| (FPAN) pada hari Senin tanggal 19 Mei P014 maka

dengan mengucapkan “Bismi lahirrahmannirrahim” kami Fraksi Partbi Amanat
Nasionajtl (FPAN) menyatakan M’enér a Dan Menyetujui Rancangan ‘!Peraturan
DaeraH Tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2010 — 2025, Pengnam i Modal, Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2068 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja

)

Inspektorat , fBadan Peret:zca napn Pembangunan Daerah Dan Lémbdga Teknis
Daerah Provil:‘zsi Sumatera Barat, PerubLlhan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor:
4 Tahun 200;9 Tentang Peizmbentuktm Orgenissai Dan Tata Kerja Dinas ‘Daerah
- Provinsi Sumt_;ltera Barat dan|Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2011 T entangiRPJMp Provinsi Sumatera Barat Untuk ditetapkan sebagai Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Barat ‘ . {

Demikian Pendapat Akhir . |Fraksi Partai Amanat Nasional .'(PAN) ini

disampaikan jika ada .salah |dan jang alnya kami mohon maaf, WaLillahitauﬁq
Walhidayah, Wassalamualaikum Wr,Wp l ‘
A | |

|

i
i

| | Phdang,|20 Mei 2014

FRAKSIPARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

; 3 e A .
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. RANPERDA PERUBAH K

- RANPERDA TENTANG PENA
. RANPERDA TENTANG | RENCA

I
s |

. RANPERDA PERUBAHAN A
p

. PEN!J PA

FRAKSI PART
DPRD PROVI 4\

lgtuesn  TERHADAP|
5 (LIMA) RANPERDA TENTANG:

TAHUN 2008 TENTA E ’$ENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA DI A D ERAH PROVIIi‘lSI SiUMATERA
BARAT

1. RANPERDA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA £0M0R4

|
GA ATAS PERDA NOMOR 3
E BENTUKAN ORGANISASI
NSPEKTORAT, BAPPEDA TAN

TAHUN 2008 TENTA
DAN TA'1‘A KERJA

LEMBAGA TEKNIS DA | |
MAN MODAL

KEPARIWISATAAN P I ﬁUMATERA BARAT TAHUN
2050-2085 W14 - %o
2011 TENTANG “KPIMD P
TAHUN 2010-2015

'i'
»‘Hi

NA INDUK TEMBANGUNAN,

AS PERDA NOMOR 5 TAHUN -
VINSI SUMATERA BARAT

i

Sd.
&

Sdr.
Sdr. /

Sdr.

Yang Kami Hormé;c‘ib:‘ cubeave | @ [FUmpn. ,
J;[uruhAr“\ggota DPRD Provms: Sumatera

NE

\
.
L

2 o 3N
2O A3

Gubernur, ?Pimpinan dan
Barat { 3’}(,&\ Q\r\ i [ Am @'r" vev L

Anggota Frorum Komunikasi Pimpinan Daera1 Provinsi Sumate,r,a

Barat. waio\(,.\‘\av\ @K — #-C *?Nf“‘n“‘ S unn o ﬂs“—x

Kepala Baéaﬁ—Femeﬁkfﬁ euapgenPerwaki smmazat
Sekretaris Baerah, Asisten, Kapjla Badan/Dinas/Kantor/Biro di

Llngkup Pemerintah Provinsi
BUMN/BUMD.

, N _
Pimpinan Partai Politik,| Ormas, LLM, rekan-rekan wartawan -dan S

hadirin yang kami muliakan.

j
|
{
| |
I
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z 1
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1
i |
| I
,
i
|
! |
: | :
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Sumatera Barat serta Pimpinan

TERA BARAT 0dem = o fox _,.tmkw
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[
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o
Sdr. %Gubernur, Pimpinan dan!/Hadirin yang kami hormati, |

Pertama-tama mantlah kita panjatkan Ruj| dan Syukur ke hadirat AI‘Iéh

L
SWT yang telah memberikan Rahmat |dan Karunia-Nya sehingga kita }
dapat hadir diruang sidang ygng |terhormat ini d@lanr rmgka |

melaksanakan Rapat paripurna penyampajan Pendapat Aklmr Frak5| lcw ~hag by

' vk US o . '
deuwgrett 5 Y0 Phadap 5 (Lima) Ranperda tentang : || Svay~osans  yavy taal, b Sclokban e o

1] Ranperda Perubahan Kedua| Atas Perda Nomor |4 Tahun 2008,}

, tentang Pembentukan Organisas l:an Tata Kerja Dlnas Daerah - °

== | Provinsi Sumatera Barat ‘

2. Ranperda Perubahan Ketiga| At *‘~°erda Nomor |3 Tahun 2008

- tentang Pembentukan £0r anlsa‘ii dan- Tata Kerja Inspektorat

' Bappeda dan Lembaga Te is.Da rah' ‘

3, Ranperda tentang Penana ar n"Modal | .

4 Ranperda tentang Rencan ]nd% Rembangunan Kepariwisataan o
~ Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

5, Ranperda Perubahan Atas |Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang
"RPIMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 A

A e N
A

Clataf by Sholawat beserta salam' marilah |kita|| s ﬁpalkan kerfada JunJungan
kita, Nabi Muhammad SAW, bqse'-\rta keluprganya para Sﬁhabatnya
para pengtku}nya yang telah membawa umatnya dari zaman ) 5

-t

dan
kegelapan kepada gaman yang berilmu pe;ngetahuan inj. Aamiin.
| x : ‘

< Sdr.i Gubernur, ijpinan dan|Hadirin yang kami horméti, |
Terlebih dahulu, k!ami menyampajkan||terima kasih kepada 1Pimpin?n
dj Fraksi Partai Golkar untuk

Q)

ygngj telah memberikan kesempgtan kep
nﬁenyampaikan Pe:ndapat Akhir| pada| Rapat Paripurna DPRD..Prcj)V»; o |

Sumbar di ruangan yang terhormat ini. | f |




danfpercayaan untuk menyampalkan
Pain [k w0 hep 20 WMel ~ 290 {yen vl allan ko
4 (ulan K e %\w&w\ Veron gl ' o ga dungon 19
PW““C‘\ \,,,d»?an\T\:z WPM ke | eetn b & R Ny
Sdr.E Gubernur, Sdr. Ketua, hladi

berbahagia, ‘ ‘

' : | R

Kami dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi S

menyampaikan terima kasih ke
(Lima) Ranperda ini yang telah meram
*tersebut secara maksimgl walaupun dalam kesibukan k
Perjilihan Umum LegislastiL yang bapg sajag selesai penetapap hasilnya
oleh KPU dan jojacanmya. M ap st '
Sebelum  kami mfemberikan Pendz
terhadap ke 5 (Lirha) Ranperda
kami menyampaika!;m hal-hal seb
1. Ranperda Pérubahan Ked
| - tentang Pembentukan Org
| Provinsi Sumatera Barat.
" a. Setelah Dinas Pendid

wlfbudayaan kami dar
6
aafam pendidikan kita

sa

pendidikanM(:\iPsar den
anak didikitentang ke
sudah bapyak ditinggal

|

| L
Selanjutnya saya secara pribadi
reka||1 rekan Fraksn \Partai Golkar

s
a

-B-

yang

bada

meng

F’anit{ia khusus F
pungkan pembat

c.&éﬂvm*(c\ .

enqa
ini u

kan

kan O

hgai berikut:
ua atas
janisasi

i |Fraks

Jaat| Akhir Fraksi
ntuk lebih sempurnanya, izinﬁan

Perda Nomor

e

|

menjl;adi Dinas
P?rtai Golkar,

di Su matera Barat in
n‘enepgaPh' sudah dltanamkq’an kepada
bﬁjdayaaw mlnangkaba}u yang saat ini

|
|
|
|

u¢apkan tenmq kaSIh kepada
tejah membenkgm kesempatan
endapat Akhir P”' |

rin Sldang Paripurna yang

leh ggnerasn muda klta,

!

umatera Barat

embahasan 5

ita mgnghadapl

Partéi Golli<ar

4 Tahun 2008

dan Tata Kerja Dinas Daerah

Pendidikan qan
mengharapkan

i seanj'ak dari

1asan Ranperda

Teede Zj, o N'“TW\'“‘VI i
n.‘\%w’r"k S

“an
KV\\B 8"4& ‘\ﬁ‘\ L“—H WQV\ "
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b Dengan berubahnya Di

. Program satu sapi sat

. Dengan dlsempurnaka

Bappeda dan‘ Lembaga Tekn
' a. Dengan ’Fjitetapkan jaba’lca >truktural pada inspektolat

|
|
|

menjadi Dlnas Pariwisat
masalah gkonoml kreati
Sumatera Barat betulr
bersangkuian dengan b
ekonomi masyarakat Kitg

Saudara qubernur henda
pelaksanaTnnya oleh Din

yang telah| disempurnaka

Kehutanan, kami mengh

as ||Kebudayaan dan Pariwisata

yang menunjang panwnsata dl
etul|| dibenahi oleh Dlnasiyaryg
ik :;ehinigga dapat meningkatkén

iSumqat%ra Balrat ini. JK |

petaniﬁ yang dicanangkan oleh
nye daﬁat dikelola |dan dievalqési
IPeifernakan dan Kesehatan hewan

§tru|kturlorgan|sasmya ini.

pyal| seksi-seksi pada Dinas
rg}pli an masalah penebangan hutan

secara liar (illegal Iognja)”'!qakin dapat diatasi oleh Dlnps

Kehutanar)f dengan baik
terpeliharai.

2. Ranperda Perubahan Ketigg atgs P rda Nomor|3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organlisas;i_ dan Tata Kerja In

n Hutan kita yang masih ada“ tetap

i
|

pektorat,

sD'erah i B
! o

Provinsi cian jabatan fungsianaj. yang merupakan inspektur

pembantu; wilayah I s/d ]
kami Fraksi Partai Golkar
makin intensif mengawas

4

\/_d n keilompok Jab‘?tan fungsional,
me 1gha%apkan Inspektorat Provifnsi
fi jalannya Pemerintahan di Prqyingi

dan Ekonomi Kreatlf dlharapkan ‘o




Sumatera Tarat ini dan memperk!écil térjadinya k?bocoran
keuangan c:;aerah yang terjadi .setia[? tahun ang aran.{

b. Badan Koordinasi Penanarman odal dan Pelayanan Perizingn
‘ KED yang dltambah tupoksinya.

[4

Terpadu y"fzng merupakar) S
hendaknya bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga
setiap tahém makin bertambah phak pemodal swasta yang

l iurnatera Barat | it dan mﬂwa

menanamkfan modalnya di
membuka lapangan kerja baru|bagi masyarakat kita.

-3 Ranperda ten{tang Penanaman Mcr a»l
a. Dnharapkan kepada yKat»up’a"ge /Kota segera menindaklanjuti
dengan melambuat Perda yagé 5a a karéna Pe[rda Provinsi ini
sifatnya adalah sebagai| payung hukum sgja dan yarilg
akhirnya Igkasi penanaman madal foerada di Kabupaten/Koté.‘
b. Perlu dibérikan informasi é data-data jyang |er_1‘gk‘p
terhadap p?eluang investasij yang ada di Sumatera Barat d?n
hendaknyaé dapat diberikan jinsentif kepada inveStor yariig

ingin menanamkan modalpya li Sumatera Barat.

mbangunan Kepariwisataén
5 %0\ 2625 .

Prc%pvinsi Sumatera 1Barat ini

4, Ranperda tentang Rencang Indux
~ Provinsi Sumatera Barat Tahun
a. Kita men;ladari bahwa pla
mempunyai potensi objek wns ta yang banyak tetapi memang
1gan dltetapkqnnya Ranperda

belum terl’felola dengan bPIk,

ini, kamii Fraksi Partgi Golkat

| mengharapkan kepada

'
|

‘\ 5




g

objek daril prasarana

sehingga grang mau dan

ini.

adalah menyiapkan dan

berusaha di bidang pari

baik dan menghindari ¢
orang malés datang ke ¢

5 Ranperda Perubahan Afas
- RPIMD Provinsi Sumatera B

Pemerintah Daerah untuk e

b. Yang juga; perlu diperhatikan

lokas
terta

memt
wisata

bilh fokus membangun obje

pariwisata ini

ang

sifiat-si

la

a. Kami Fraksn Partai Go
Perubahan atas Perda

Provinsi

kembali m‘mlmal sama d
% bahkan§ kalau dapat l¢
b. Di
| mengharaf:)kan

Bidang Pendidikan
perhat

(\\V\v\
Pemerintah DaerahsKhu
dan Kebudayaan terut:

yang masih sangat kurg

Sumatera Barat
Saudara Gubernur da t

macu kembali- | ;

ekonomi Sumatera Barat yang | turun pada tahun 2013 o Mocrm«%
o b 0'-1? pitum bvh wn tbawvx bitw |

remgad d18 %, _ hun 2014 manlsa menlnglﬂat ‘

ia
| Sw
S sny

A a
rng

,él:nh besar iagi. |

at riegatif yang menyebabkj
kita%ini. |

rik untuk datang ke daerah kita

untuk masa yang akan d‘atahg
n mental masyarakat yang
ini agar menjadi pelayan yahg

k-

dengan baik,

3N

'

i |dari Fraksi | Partai

ang

|
|

R

-

{| N mor 5 Tahun 2011 tentang
ahuqu 2010-2015 ,

1e1gharapkan c?engan adanya
5 Tahun 2011 rentang RPJMD
ahun 2010- 20;5 hendaknya
' per&umbuhan

enga tcahgn 2012 yaitu sebesar G,f

Golkar
sungguh-sungguh éﬁlari
1ar| jajaran Dinas Pendidikan
sarana prasarana pendidikan
yq segera dltﬁanggulangl oIeh

6




. ’ 17- ! ;

| | f | |
pihak terkait baik iturmenjadi kéwenangan Kab/Kota dan bila
“perlu kitTf bantu dengan dana! dari | Peme‘rintah Proyinsi

Sumatera Barat. 1 ‘

c. Kesejahteraan dan peningkatar] '.foendapatan para %petani di

Sumatera' Barat agar lebih | mendapatkan perhatian

Pemerinta%h Daerah ke depan kére na lebih 40 % masyaral%at

( ! |
kita hidup di sektor pertaniansedangkan kontribusi sektor jini

baru menyumbang * 24 hadap pendapatan keselq"‘ruh;an

masyarakat.

Sdr Gubernur, Sdr. Ketua, Hac irin yang kami muliakan,

’.,.‘

Berdasarkan haI-h'TI tersebiit di s “Maka kami Fraks Partai Golkd?
DPRI Provinsi- [

BISIPIIIahlrrahmamrrahlm dapat m nerlma -dan | menyetujui 5

Sumatera

dengan | mengucapkan

(lea) Rancangan Peraturan Daerah tent qg : \jw\% RPN dﬂkaﬁ'

erda Nomor|4 Tahun 2008

1. Ranperda Perubahan Kedu §
an Tata Kerja Dinas Daerah

| tentang Pempentukan Org
- Provinsi Sumatera Barat
2. Ranperda Perubahan Ketiga| Atas Perda Nomor |3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Ordapisas] dan Tata Kerja Inspekforat
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah ‘
Ranperda tentang Penanaman Modal | |
Ranperda tentang Rencang Induk Rembangunan KepanliwiSataan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 o
5/ Ranperda Perubahan Atas Par,da?N mor 5 Tahun 201i tentang
RPIMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 | |

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dagrah Provinsi Sumatera Barat.

I l : .
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Demnikianlah Pendapat Akhir
perhatian, mohoni maaf jika

Lo
kurang berkenan. |

~ Wabillahittaufiq W

i
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Ad
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»
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kém
a k =j

arhpaikén, te
lahan atau t

alhidayah

utur kata ya
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EERE
ITadang, 20 Mei 2014
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ima kasih atas
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~ PARTAI DEMOK

PEWAN PE
) PROVI

FRAKSI

n‘

Vl. Khatib Sulaiman No.

AK]
IS

R

l
1

|

. RAKYAT DAERAH
UMATERA BARAT

I DEMOKRA

8 Telp. 0751-705

T

91 Ext. 190 !

DALAM,
5

\\f_‘

TAHUN,
DAERA
PERUB
BARAT
KERJA

3. PERUB
s

\ N

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAE

PENDAPAT A

FRAKSI PARTA

ID

RANGKA PENGAMBILAN

( lima ) RANCANGAN F

2011 TENTANG RENCANA
H (RPJMD) PR(#VINSI SUMATE
AHAN KEDUA ATAS PERAT
No. 4 TAHUN IPoos TENTANG
DINAS DAERAH PROVINSI S
AHAN KETIGAI ATAS PERA

PEMBENTUKAN ~ORGANISASI DAN

PERENCANAAN PEMP;ANGUNAN DAE
PROVINSI SUMATERA BARAT.

RENCA
BARAT

ANT )

NA INDUK PEMBANGUNAN ).
TAHUN 2010- 2025

5. PENANAMAN MODAL.

v

Assalamualaj

Yth.Sdr.Gube

Yth.Sdr. lep;nan dan Anggqta DPRD Propin si Sumiatera Bdrat.
Yth.Sdr. Forum Pimpinan Pefnermtah Daernal

gadlla‘m ’Ij‘lnggl Agama Provinsi Sumater
Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumate
Yth.Sdr.Sekrétaris Daerah/ {Staf Ahli/Asiste

Wilayah/

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik ;tingkat Sumater

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak

bahagia.
Yth.Bpk/Ibu

dan Lembaga lingkungan Pemg

wel f)wé

Provinsi Sumatera Barat.

rmu

Sdr. hadirin dalln hadirat yang

|
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s - i 7/ “' "';
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ikumWarahmaFullamWabarak

ER
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PE
RA [
URA
PEN
MAT
RAN
T4

| DY
KHIR

E pKRAT
EPUTUSA

A ?RAN DAERAH :

WEANGUNAN JANG
SARAT TAHUN 2q1o 2015
/IBEI\LTUKAN OR ‘ANISASI DA
FRA BARAT |

ATA | KERJA 1 SPEKTORAT

KEPARTWISATAAN PROVINSI SUMATERA

~T

n/ K
rrint
a Bﬂ

dan

kam

1,‘ Ketu
a Barat.

ra BTrat.

‘ i
s [

1
|

h <'A;r"§qucO\a o

|
rat yang hadir.

| | :
| ! 1
i hormati. ° |

el!elgtronik serta, undangan yang ber-
! | . . .

P
H
I
i

i

TERHADAP

. '..‘
=1
‘4

i FRQVINSI SUMATERJA BARAT No. 5
MENENGAH'

i‘ .

N iAERAH P}ﬂOVINSI SUMATERA

N TATA

DAERAH No.3 AUN 12008 TETANG

JBADAN

'RAH DAN LEMBAGA TEKHNIS DAERAH

!
|

21 Pengad11an T1ngg1 dan Ketpa Pen-

! NTh Gy Z&"U;Mﬂ
epala Dinas/ Badan/Kepala Kantor '

Lh Dgierah Provinsi Surnatera Barat
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Dengan mengucapkan Puji dan Syu
telah melimpahkan Rahmat dan Karuniaﬂ

hadir pada |Rapat Paripu'r'na DPRD H

Pengambilan kKeputusan terTnadap S ( lim

Sumatera Barat. !
beriring Salam kita
” Allal

Shalawat
Muhammad SAW dengan ucapan
mad, Wa alq Ali Muhammad ? yang yan

domani yaJltu IAl Qur’an dan ’Sunnah Rasu

untuk menUJu keselamatan fduma dan ak}

| |
kur Kehddirat Allah SWT, yang senantiasa
Nya Kepada kita semua yang telah dapat’

rangka

rovingi |[Sumatera Barat, dalam

a|) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

i |

sgmpdikan; untuk Junjungan kita Nabi

h [Humma Shalli Ala Saiyidina Muham-

g telah mewariskan untuk kita pe-

llyllah, sebagai pegangan hidup kita semua

nirat.

Pada kesempatan ini lizinkan kami
besarnya kepada Pimpinan Sidang, Pimpit
memberikan kesempatan kepada kami unt

artai Demokrat terhadap 5 (lima ) Ranc;

Barat .

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadi

menglcapkan terima Ekasih yang s;ebesarQL'
1gn Dewan dan Sdr. Gubernur | yan"g telah;
uk men%/axtnpaikan Pendapat Akhir Fraksﬂ

arigan |Peraturan Daerah PI‘OYII‘lSl Sumatera

| | |
; | : \
!

rin yang kami mulialTan.
z i

Sebelun menyampaikan Pendapat

paikan apresilasi yang sedala{m-dalamnya )

nir Fraksi terlebih da?ulu kaml menyam-

cepadcl KOI’I}HSI dan Pathla Khusus yang te-

lah bekerja ’keras melakukan pembah
bersama SKPD terkait yang telah dapat

pleno ini.

Setelah mendengar, fnembaca dan

hsan  [terhadap masmlg-masmg Ranperda

menyanmpaikan laporannya dalam sidang

|
memperhatikan Penyampaian 5 ( lima,}

lancangan Peraturan Daerah Provinsi Sanatera Barat dan laporan Komisi-’Komisi:
1

dan Panitia khusus, Fraksi Partai Demo

berapa pendapat dan saran, untuk menj

mengambil keputusan terhadap 5 ( lima

Sumatera BaxTat sebagai bdrikut'

1. PERUBAH#\N ATAS PERATURAN DAE
TAHUN 2011 TENTANIG RENCANA
DAERAH (hPJMD) PROVINSI SUMATE

|

| |
Fraksi Paxjtai Demokrat Perpendapat b

a. Ev;alujasi pelaksanaafn pertengahan
Prévinsi Sumatera Barat 2010-20

akhir tahun2013 deéngan ditem

jadi bahgn pertimbangan bag1 kita dalaml

at memandang perlu menyampalkan be—i

{
1

Rancangan Peraturfn Dalerah Provinsi|
! f !

RAH PROVINSI SUMATERA BARAT No.S
I ; | ' |
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

RA BARAT TAHUN 2010-2015.

alhwa ! IR B
: ! ,

jalanj( Mid-Term Revidw ) terhadap RPJMD
‘ N
15 ol¢h |Pgmerintah Ijaerah dilaksanakan

an panyak sekali yang tidak méncapa;

harapan /target.Kondisi ini disebabkan karena mulai dari proses perenpanaai_r;-,

APBD tahunan SKPD tidak mempe

domani RPJMD secara sunguh-éungguh,

|
!
i |
|
|




1
sehingga
meémuaskan terutama pada sektj

,pariwisata dan ke P.U an .

Pemerataan ekonomi terutama
ditampilkan berbeda dengan ken

bertamnbah di pedesa'! n.

Sejalan dengan bertambahnya ora

rnenilgkat karena | lapangan kg

pertanian.

B1dang kesehatan ba?.hwa derajat Kk

ukur belum mencapa1 target yang ¢

b. Perubahan RPJMD | tahun 2010+
d1cermat1 dengan sungguh sunggu
2014 ' artinya sampa1 15 Agus

mengharapkan perubahan terhads

Provinsi Sumatera Barat jangan ha

kinerja SKPD dikaitka

n| dengs

)r| pertar;
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URAN lﬁAERAH PROVINS
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pﬁmberian izin penanaman

.

rja Badan kordinasi
latur dan sttruktt’l‘r
1ggaran dan ?jur’nlah.
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‘ Sdr Guberer, Pimpinan cfan hadirin yang kam
Il Partai Pemokrat B

Dem1k1Inlah beberapa; pendapat Frak

tera Barat terhadap 5(lima) |Rancangan Per

aturan

mene

1
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wakty yang diberikan kepada Pahsu;s
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bekerja .ma-ks'imal_ idalam fnelayéhi urusdn administratif yang diurus oleh para

|
i

i'vr‘ifezétor,‘dan@ bahkan waktu pelayapan yang diberikan, |sudah terukur idan
l

terstandar. ' .

[ . :
| Lk | 6
| , | ‘




|

++i0 Dalam kaitar

mendukung eksiste
sistim pelaydnan te
t‘ung§ionail.
Berkaitan d
meruipakan bentuk
anggéiran yang cuk
pelayanaﬁ terpadu:
SKPD SKPD terkz

|

pengt,mbangan dan

i

‘Setelal? memperhaitikan R:

menurut pen&iapat k

tertib DPRD. Deng

1 itu ->Fraksi P]

‘ |
| |
rpadu satu pin

engan  keber

cup dan aparat
satu pintu seka

1
|

perasgionalnya

\

—

nsi dan tupbks‘

ad]aar

pelayanan prim

i

it sudah sepatut
|

ami telah sesuai dengg

an mengucapk\aqm Bisn

|
1
|

igharapkan agarlsemu’a pihak |ikut

|
|

1 |penanaman modal daerah de gan

sekarang telah semakin efektif dan

yglayanan terpadu satu pintu yang

da insfestor perlu didukung dengan
J |

b |cukup pula. erengetahuan Kami
|

>

elayani lebih dari 37 urusan melalui

|

mendapat perhj?tian khusus dalam

—

1

rzntang penanialman modal yang

inmekanisme yang diatur dalam tata

willah hirrahma nirrahim Fraksi

PPP gdapat menye
Pe‘réturain Daerah.
Sdr.iGubernur,

Selanjutnya i;

4 R?nperda tentang Rencana

Provmsn Sumat

Fraksi \PPP b

karena dapat dl_]adlk.

menc‘iakupﬁ hal-hal y

pemasaran dan desti

zinkaniah kaxini
|

an payung huk
ang berkaitan d

nasi wisata. |

tujui  Ranperdg entar

Pimpinan dan [Hadj

menyar

bra Barat Ta}mfn 201412085

Vrpend’apat bhh

zan p

g penanaman modal ini menjadi

L
L | L
; l

lirin Yang kami Hormati, .

-

npaikan pendapat akhir tentang

k | Pembangunan Kepariwisataan

|
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